
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak dibawah Umur

Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang

kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang

dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian

berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut

pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan

martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda

penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita

jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk

seseorang.

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa

peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak

yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah

mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-



undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak

yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun,

tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat

(1) ) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur

anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurangkurangnya 8

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah

kawin.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

4. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990

di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan

bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman

tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan

nantinya.



Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak di kategorikan menjadi beberapa kelompok

usia, yaitu masa anak anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa

dewasa (berumur 21-25 tahun). Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang

suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam.

Pada masa ini pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai berhubungan dengan orang-

orang dalam lingkungannya, lalu mulai terbentuk pemikiran mengenai dirinya sendiri.

Selanjutnya pada masa ini pula perkembangan anak dapat berkembang dengan cepat dalam

segala bidang baik itu perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian

(Gatot Supramono, 2000 : 2-3).

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang

harus di akui dan di lindungi Negara, hak anak juga merupakan bagian dari HAM meskipun anak

masih dalam kandungan seorang ibu. Yang dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah

segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang

mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.

(Sholeh Soeaidy, 2001 : 4).

Sedangkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat

dan mrtabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1

butir ke 2 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002) Dalam Undang-Undang ini pula diatur



mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban

ataupun pelakunya, hal ini di tegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan

dengan hukum berhak dirahasiakan”.

B. Pengertian Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa kepada anak yang masih dibawah umur harus

dipertanggungjawabkan. Dalam hukum pidana konsep responbility atau “pertanggungjawaban”

itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin

sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada

umunya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara

preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan

diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana

terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi

pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu etika merupakan

pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.

Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam

Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan

dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan

hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang

dilakukannya.



Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu

bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika

tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam

hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini

tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum

pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si  pembuat.

2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan

dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai.

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi

si pembuat.

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah

merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan perbuatan yang

diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut

keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan

(volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang

diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan

kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai

kesalahan kalau melakukan tindak pidana, demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya

kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan

memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap

diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu

bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin

jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap

keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih

meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga

kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak

ada kesalahan.

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 dalam KUHP yang

menentukan:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya

karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.”

Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal

dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan, apabila hakim akan

menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua

syarat sebagai berikut :

1. Syarat Psychiartris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit

berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena

suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.



2. Syarat Psychologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan

pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan

sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak

pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting

dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis

(jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (opzet) atau

karena kelalaian (culpa). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan

bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

C. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Istilah mengenai tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu strafbaarfeit

atau delict, namun dalam perkembangan hukum istilah strafbaarfeit atau delict memiliki banyak

definisi yang berbeda-beda, sehingga untuk memperoleh pendefinisian tentang tindak pidana

secara lebih tepat sangatlah sulit mengingat banyaknya pengertian mengenai tindak pidana itu

sendiri.

Pengertian Tindak Pidana (Strafbaar Feit) menurut salah satu ahli hukum yaitu Moeljatno

menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh

suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2000 : 54).



Pencabulan berasal dari kata “cabul”. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat arti kata

sebagai berikut: “keji dan kotor”, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Perbuatan

cabul digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.

KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud perbuatan cabul itu sendiri dan terkesan

mencampur arti kata persetubuhan maupun perkosaan. Dalam rancangan KUHP sudah terdapat

penambahan kata “persetubuhan” disamping kata perbuatan cabul. Perumusan tersebut dapat

dilihat bahwa pengertian perbuatan cabul dan persetubuhan sangatlah berbeda. Perbuatan cabul

tidak menimbulkan kehamilan.

Menurut Simon ”ontuchtige handelingen” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan

kehidupan dibidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh

kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan

(Lamintang, 1997 : 159).

Ketika seorang dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak yang belum berumur 18 tahun

maka orang tersebut akan dianggap sebagai pelaku yang telah melakukan penyimpangan seksual

ataupun kejahatan seksual kepada anak. Secara Yuridis orang dewasa yang melakukan hubungan

seksual dengan anak dianggap mempunyai kelainan dan telah melakukan perbuatan cabul pada

anak, namun dewasa ini perbuatan cabul juga sering dilakukan oleh ayah kepada anaknya,

saudara ataupun teman dan hubungan kekasih. Perbuatan cabul ini dilakukan oleh orang dewasa

kepada anak asuhannya sendiri.

Perbuatan cabul merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam

bab XIV buku ke dua KUHP tentang kejahatan kesusilaan. Pengertian perbuatan cabul itu sendiri

adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji, yang semuanya itu



dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya mencium, meraba-raba anggota kemaluan,

meraba-raba buah dada. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul akan tetapi

dalam undang-undang ditentukan sendiri (R.Soesilo. KUHP).

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan kesusilaan, yang diatur di dalam

KUHP Buku II Bab XIV Pasal 294 ayat (1) yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara

paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun perbuatan ini selalu harus dilakukan oleh kedua belah

pihak secara bersama-sama, namun yang dihukum hanyalah seorang yang sudah dewasa.

Apabila perbuatan cabul dilakukan pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya perlawanan

dari pihak korban, ia dipersalahkan melakukan percobaan pencabulan yang ketentuannya diatur

dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika

niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya

pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur pula di luar KUHP yaitu terdapat

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan tersebut

dalam pasal 81 yaitu sebagai berikut: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan

atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling

sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang

dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.



Ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta

rupiah)”.




